
 

 
 

BUPATI TANGGAMUS 
PROVINSI LAMPUNG 

 

 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS 

NOMOR 09 TAHUN 2016 

 
TENTANG 

 
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NON KAS PEMERINTAH KABUPATEN 

TANGGAMUS KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM WAY AGUNG 
DALAM RANGKA PENYELESAIAN HUTANG 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI TANGGAMUS, 
 

Menimbang : a. bahwa untuk memperbaiki struktur permodalan dan 
meningkatkan kapasitas usaha serta optimalisasi 
perbaikan kondisi keuangan PDAM Way Agung perlu 

melakukan penambahan penyertaan modal daerah ke 
dalam modal Perusahaan Daerah Air Minum dalam 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan 
Tahun Anggaran 2016 dan telah dilaksanakan; 

 
  b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik 

Indonesia Nomor 66 Tahun 2016 tentang Rincian 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pemerintah 
telah mengalokasikan anggaran hibah non kas untuk 

penghapusan piutang Pemerintah pada PDAM, dan sesuai 
dengan surat Menteri Keuangan Nomor : S-

36/MK.07/2016, telah dilaksanakan dan ditandatangani 
Perjanjian Hibah Daerah (PHD) antara Pemerintah Pusat 
dan Pemerintah Kabupaten Tanggamus  dengan    Nomor : 

PHD-241/PK/2016 pada Tanggal 30 September 2016 
untuk Hibah Daerah Non Kas Dalam Rangka Penyelesaian 

Piutang Negara pada PDAM 
 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas untuk 
melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman 
Penerimaan Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada 

Pemerintah Daerah dan Penyertaan Modal, Pemerintah 
Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Dalam 

Rangka Penyelesaian Hutang Perusahaan Daerah Air 
Minum Kepada Pemerintah Pusat Secara Non Kas, perlu 
menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan 

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tanggamus 
Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Way Agung. 

 



 
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
 

  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan 
Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten 
Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3667); 
 

  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 
 

  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
 

  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 
 

  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
berberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 
 

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
 

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272); 
 

  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Tahun 2015 Nomor 2036); 
 

  10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.05/2016 
Tahun 2016 tentang tata cara Penyelesaian Piutang Negara 
yang Bersumber Dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, 
Rekening Dana Investasi, dan rekening Pembangunan 
Daerah pada PDAM (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 280); 
 
 
 



 

  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2016 
tentang Pedoman Penerimaan Hibah Dari Pemerintah 

Pusat Kepada Pemerintah Daerah, Dan Penyertaan Modal, 
Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air 
Minum, Dalam Rangka Penyelesaian Hutang Perusahaan 

Daerah Air Minum Kepada Pemerintah Pusat Secara Non 
Kas (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1101); 

 
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 43 

Tahun 2000 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air 
Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 
2000 Nomor 78) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 
Tahun 2001 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus 

Tahun 2001 Nomor 49); 
 

  13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 04 
Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah 
Kabupaten Tanggamus Pada Perseroan Terbatas dan 

Perusahaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Tanggamus Tahun 2009 Nomor 43, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 14); 
 

  14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 01 
Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 

2010 Nomor 48); 
 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS 

dan  

BUPATI TANGGAMUS  
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NON KAS PEMERINTAH 
KABUPATEN TANGGAMUS KEPADA PERUSAHAAN DAERAH 

AIR MINUM WAY AGUNG DALAM RANGKA PENYELESAIAN 
HUTANG 

 

Pasal 1 
 

(1) Pemerintah Kabupaten Tanggamus melakukan penambahan Penyertaan 
Modal Non Kas  kepada Perusahaan Daerah Air Minum Way Agung sebesar 

Rp. 3.101.549.000,- (tiga milyar seratus satu juta lima ratus empat puluh 
Sembilan  ribu rupiah). 
 

(2) Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dipergunakan dalam rangka penyelesaian hutang Perusahaan 

Daerah Air Minum Way Agung kepada Pemerintah melalui Hibah Non Kas 
Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten Tanggamus. 



 

Pasal 2 
 

Sumber dana penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 1 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan  
Tahun Anggaran 2016. 

 
Pasal 3 

 
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 

Tanggamus. 
 

 
Ditetapkan di Kota Agung  

pada tanggal 24 Oktober 2016 
 

BUPATI TANGGAMUS, 

 
 

 
 

BAMBANG KURNIAWAN 
 

 

 
 

Diundangkan di Kota Agung  
pada tanggal 25 Oktober 2016 

 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN, 

 

 
 

 
 

MUKHLIS BASRI 
 
 

 
 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2016 NOMOR 143 
 

 
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS, PROVINSI 
LAMPUNG : ( 8  /TGS/2016) 

 
 

 
 

 
 



 

PENJELASAN 
 ATAS 

 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS 

NOMOR 09 TAHUN 2016 

 
TENTANG 

 
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NON KAS PEMERINTAH KABUPATEN 

TANGGAMUS KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM WAY AGUNG 
DALAM RANGKA PENYELESAIAN HUTANG 

 

I. UMUM 
 

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan 
bertanggungjawab dan agar daerah memiliki kemampuan untuk 

melaksanakan urusan rumah tangga daerah, maka faktor kemampuan 
keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah 
dan pelaksanaan pembangunan merupakan faktor yang Sangat menentukan. 

 
Keuangan daerah sebagai sumber kekuatan dalam membiayai 

pelaksanaan kegiatan dimaksud, senantiasa harus digali dan dievaluasi. 
Sehubungan dengan hal tersebut diatas, salah satu upaya yang perlu 

dilakukan dalam rangka peningkatan penerimaan daerah ádalah dengan 
mengadakan usaha-usaha lain yang sah menurut peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 

 
Usaha-usaha tersebut dapat dilakukan dengan cara melakukan investasi 

melalui penyertaan modal daerah dalam bentuk uang Kepada Perusahaan 
Daerah Air Minum Way Agung. 

 
Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dan dalam rangka 

melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 6 ayat (3) Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 tentang 
Pedoman Penerimaan Hibah dari Pusat Kepada Pemerintah Daerah dan 

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan air Minum. 
 

II. PASAL DEMI PASAL 
 
Pasal 1  

 
Cukup jelas  

 
Pasal 2  

 
Cukup jelas  

 

Pasal 3  
 

Cukup jelas 
 
 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR  48 



 
 


